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I. UMUM 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, salah satu core business fungsi treasury adalah 

pengelolaan Investasi Pemerintah. Aktivitas Investasi Pemerintah 

dilakukan melalui penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan 

dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung, yang 

diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat 

lainnya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang merupakan 

peraturan pelaksanaan dari Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa titik berat 

investasi berada pada sektor infrastruktur selain investasi dalam bentuk 

surat berharga. Sedangkan sektor lainnya dapat dilakukan dengan 

terlebih dahulu memerlukan persetujuan Menteri. Sesuai mandat yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, investasi 
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langsung dilakukan melalui penyertaan modal dan pemberian Pinjaman 

dan dapat dilakukan dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan 

Usaha. 

Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang 

lebih optimal di masa yang akan datang, perlu dilakukan penyempurnaan 

pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah yang 

meliputi kewenangan regulasi, kewenangan supervisi, dan kewenangan 

operasional. Pembagian 3 (tiga) kewenangan ini merupakan ekosistem 

ideal untuk pengelolaan Investasi Pemerintah berdasarkan best practices 

pengelolaan investasi. Dengan demikian, pembagian kewenangan dalam 

pengelolaan investasi akan meningkatkan akuntabilitas dan menjamin 

terselenggaranya saling uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan 

Investasi Pemerintah mulai perencanaan sampai dengan 

pertanggungjawaban. 

Investasi Pemerintah yang selama ini berfokus pada penyertaan 

modal dan pemberian Pinjaman, secara perlahan akan difokuskan juga 

kepada investasi dalam bentuk surat berharga sesuai Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peran Menteri 

sebagai Bendahara Umum Negara yang berwenang dalam melaksanakan 

investasi akan dilakukan melalui OIP, baik yang berbentuk satuan kerja 

BLU ataupun BUMN dan/atau BHL. 

Untuk memberikan payung hukum yang memadai bagi pelaksanaan 

investasi yang akan dilakukan oleh OIP dimaksud, perlu mengganti 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Investasi Pemerintah. Adapun penggantian tersebut 

dititikberatkan pada perluasan ruang lingkup Investasi Pemerintah baik 

dari sisi pelaku maupun instrumen dengan pengendalian risiko yang 

terukur serta fiduciary duties yang jelas, sehingga manfaat ekonomi, 

manfaat sosial, dan manfaat lainnya dapat tercapai secara optimal. 

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah 

sebelumnya, Peraturan Pemerintah ini memuat materi pokok yang 

disusun secara sistematis, yaitu antara lain: 

a. pembagian kewenangan yang jelas antara regulator, supervisor, dan 

operator dengan menjalankan prinsip dalam pengelolaan investasi; 

b. perluasan ruang lingkup Investasi Pemerintah baik dari sisi pelaku 
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maupun instrumen dengan kriteria yang telah ditentukan; 

c. pengaturan mengenai pemanfaatan hasil investasi yang dapat 

digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi; 

d. pengaturan mengenai fiduciary duties, manajemen risiko, 

pengendalian internal dan business judgment rules dalam rangka 

menjaga governance Investasi Pemerintah; 

e. pelaksanaan investasi oleh operator dengan batasan tertentu meliputi 

analisis dan kertas kerja analisis dan penggunaan Manajer Investasi; 

f. pengaturan yang lebih jelas mengenai pengelolaan Investasi 

Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 

pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam investasi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya mencakup 

manfaat langsung dan/atau manfaat tidak langsung yang dirasakan 

oleh Pemerintah, OIP, dan masyarakat. 

Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomi” adalah penambahan nilai 

yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dalam 

bentuk finansial, peningkatan kualitas, dan/atau pendorong 

pertumbuhan sektor tertentu. Manfaat langsung misalnya berupa 

dividen, bunga, capital gain, pertumbuhan nilai perusahaan, 

peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi 

sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Manfaat tidak 

langsung misalnya berupa stimulus yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi sektor tertentu. 

Yang dimaksud dengan “manfaat sosial” adalah manfaat yang tidak 

dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh 

pada peningkatan pelayanan Pemerintah pada masyarakat luas 

maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan 

kerja bagi masyarakat, penggerakkan ekonomi masyarakat, 

pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan dan 

penghasilan, infrastruktur dan lain-lain. 
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Yang dimaksud dengan “manfaat lainnya” adalah manfaat yang 

diperoleh selain dari manfaat ekonomi dan manfaat sosial. 

 

Pasal 3 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah 

pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilakukan secara 

terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan 

relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 

para pemangku kepentingan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah 

pengelolaan Investasi Pemerintah harus dapat 

dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan prinsip “responsibilitas” adalah 

pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan 

iktikad baik dan penuh tanggung jawab. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan prinsip “independensi” adalah Investasi 

Pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran dan kesetaraan” 

adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan 

memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para 

pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan prinsip “profesionalisme” adalah 

pengelolaan Investasi Pemerintah dijalankan oleh orang yang 

mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam 

menjalankan tugas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan prinsip “kehati-hatian” adalah 

pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan cermat, 

teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek 

www.peraturan.go.id



No. 6385 
-5- 

risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Huruf a  

Penggunaan dana APBN dialokasikan sebagai pengeluaran 

pembiayaan pada bagian anggaran Bendahara Umum 

Negara yang merupakan sumber investasi yang dapat 

dilakukan sebatas alokasi yang telah disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam APBN.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “imbal hasil" adalah bagian 

keuntungan atas pengelolaan Investasi Pemerintah. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Sumber lain yang sah antara lain berupa sumber yang 

diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, atau yang diperoleh berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk 

dana dan/atau aset keuangan pihak lain. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Yang termasuk saham dan surat utang adalah instrumen surat 

berharga lainnya yang terkait dengan saham, surat utang dan/atau 

surat berharga lainnya yang telah memiliki izin dan pengawasan dari 

lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

www.peraturan.go.id


